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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

TAHUN2020

Mengingat

Menimbang

NOMOR52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMANPEMBERIANBANTUANLANGSUNGTUNAlDANADESABAGI
KELUARGAMISKINTERDAMPAKPANDEMICORONAVIRUSDISEASE 2019

(COVID-19) DI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka meringankan beban keluarga
miskin yang terdampak Pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19), perlu memberikan bantuan kepada
Keluarga Miskin yang terkena dampak Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan agar dalam
pelaksanaannya dapat beIjalan dengan tertib dan
Iancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa bagi Ke1uarga Miskin Terdampak Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah 3
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11. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara
Repub1ik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambaban
Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membabayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabi1itas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2020 Nomor 87)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab
sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tabun 2011 ten tang Perubaban Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 ten tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tabun 2015
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerab Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tabun 2018 tentang Perubaban
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tabun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Repub1ik Indonesia Tabun 2018
Nomor 1915);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tabun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tabun 2020
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerab Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tabun 2020 tentang Perubaban
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tabun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tabun 2020;

18. Keputusan Bersama 4
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18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/ SJ Nomor
177/KMK.07/2020 ten tang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),serta Pengamanan Daya BellMasyarakat dan
Perekonomian Nasional.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020
ten tang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di
Biayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

PEDOMANPEMBERlANBANTUANLANGSUNGTUNAlDANA
DESA BAGI KELUARGAMISKIN TERDAMPAKPANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah 5
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

7. Camat adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah oleh
Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan wilayah Kabupaten Majalengka.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Keluarga miskin adalah orang danfatau beberapa orang yang tinggal dalam
satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami
kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya yang
memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS adalah data
elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial,
ekonomi, dan demograsi dari rumah tangga dan individu dengan status
kesejahteraan terendah di Indonesia.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Musyawarah Desa khusus adalah musyawarah khusus yang dilakukan
untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan data kepala keluarga calon
penerima BLT-Dana Desa.

14. Relawan Desa adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Desa untuk mendata
keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

16. Coronavirus 6
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16.Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh SereveAcute Respiratory Syndrome-
Coronavirus-2.

17. Pandemi Covid-19 adalah skala penyebaran penyakit Covid-19 yang teIjadi
secara global di seluruh dunia.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Maksud pemberian bantuan langsung tunai yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini diberikan dalam rangka meringankan beban keluarga miskin
sebagai akibat bencana non alam yaitu mewabahnya Covid-19.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam
pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa kepada
keluarga miskin terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Majalengka.

BABIII
RUANGLINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Penerima Bantuan;
b. Besaran dan Jangka Waktu Bantuan;
c. Metode dan Mekanisme Pemberian Bantuan;
d. Penganggaran; dan
e. Evaluasi dan Monitoring.

BABIV
PENERIMABANTUAN

Pasal4

(1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana Desa adalah
keluarga miskin yang tercantum dalam DTKS yang kehilangan mata
pencaharian, terdapat anggota keluarga yang mempunyai penyakit
kronis/menahun, non PKH,dan non BPNT.

(2) Apabila ada keluarga miskin yang belum terdata (exelusion error) dalam
DTKS(NonDTKS)sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat memperoleh
Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana Desa.

(3) Keluarga miskin yang tidak terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.

(4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada data keluarga miskin yang disusun oleh relawan desa
dengan basis data Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta ditandatangani
oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Peraturan Bupati ini.

(5) Relawan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
berdasarkan surat tugas Kepala Desa yang terdiri dari unsur :
a. Perangkat Desa;
b. Pendamping PKHtingkat Desa;
c. Pendamping BPNT(TKSK)tingkat Desa;
d. Pendamping Lokal Desa;

e. Ketua 7
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e. Ketua Rukun Warga;
f. Ketua Rukun Tetangga; dan
g. Tokoh Masyarakat.

(6) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)di verifIkasidan
di validasi oleh Pemerintah Desa serta ditetapkan dalam musyawarah desa
yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

(7) VerifIkasi dan validasi data keluarga miskin sebagaimana pada ayat (6)
dibantu oleh unsur Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK),Koordinator Program Keluarga Harapan, dan Pendamping Desa.

(8) Data keluarga miskin setiap desa sebagaimana pada ayat (6) disahkan
dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati .

(9) Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8)tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BABV
BESARANDANJANGKAWAKTUBANTUAN

Pasal5

(1) Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa kepada keluarga miskin
terdampak Pandemi Covid-2019 di Kabupaten Majalengka diberikan dalam
bentuk uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan
per Kepala Keluarga.

(2) Jangka Waktu penyaluran bantuan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan
Apri12020.

BABVI
METODEDANMEKANISMEPEMBERIANBANTUAN

Bagian Kesatu
Metode Pemberian Bantuan

Pasal6

Penetapan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, didasarkan
pada metode perhitungan sebagai berikut :
a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

b. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tigapuluh persen)
dari jumlah Dana Desa.

c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua
ratusjuta rupiah) mengalokasikan BLT-DanaDesa maksimal sebesar 35%
(tigapuluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang
dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Bagian 8
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Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 7

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh
Pemerintah Desa dengan cara non tunai (cashless) setiap bulan.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan
Bank Persepsi pengelola Dana Desa.

{3} Kepala desa bertanggungjawab atas penyaluran bantuan.

BABVII
PENGANGGARAN

Pasal8

(1) Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa kepada keluarga miskin
terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Majalengka dianggarkan
dalam APBDes.

(2) Dalam hal Desa belum menganggarkan dalam APBDes, Desa wajib
melakukan Perubahan APBDes.

(3) Mekanisme Perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BABVIII
MONITORINGDANEVALUASI

Pasal9

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh :
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
b. Camat; dan
c. Inspektorat Kabupaten.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

PasallO

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 20 April 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI



9

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

~--
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 52 Tahun 2020
Tanggal 20 April 2020
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAl DANA

DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Sdh Menerima

Kriterla Keluarga Miskin JPS Blm Menerima JPS

.<:
MS/TMSnl

No Nama/NIK Tempat, Alamat Nomor Rekenlng E
Tanggal Lahir ~ f- Kehilangan

Tidak Sakit
14

:J: z Q.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
""

Q.

""
Mata

Q.
ID Terdata Kronis

Pencaharlan

1

2

3

JUMLAH

Mengetahui,

Kepala Desa

.............. , ....(tgl/bln/thn) ....

Pencatat,

(Nama Lengkap)

KETERANGAN :
Kriteria Keluarga Miskin :
1. Luas lantai <8m2/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5. Penerangan tanpa Iistrik
6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu stel pakaian seta hun
10. Makan 1-2 kali/hari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan,

buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13. Pendidikan KKTidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memilikl tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

~
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

(Nama Lengkap)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN



LAMPlRAN II: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 52 Tahun 2020
Tanggal 20 April 2020
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANLANGSUNGTUNAl

DANA DESA BAG! KELUARGAMISKIN TERDAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATENMAJALENGKA

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT

•
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN .

Alamat : .

KEPUTUSANCAMAT .

NOMOR ..... jKep.BLT-DDj20 .

TENTANG

PENETAPANPENERIMABANTUANLANGSUNGTUNAlDANADESA
BAGIKELUARGAMISKINTERDAMPAKPANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVlD-19) DESA KECAMATAN KABUPATENMAJALENGKA

CAMAT ,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meringankan beban keluarga
miskin yang terdampak pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19), perlu memberikan bantuan kepada
Keluarga Miskin yang terkena dampak Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin Terdampak
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Camat
ten tang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dari
Dana Desa Bagi Keluarga Miskin Terdampak Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Desa Kecamatan
................... Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersill Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Yndang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 7; Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 Tentang
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tabun 2014 tentang Pemerlntahan Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Uridang-Uridang Nomoi 30 Tahiin 2014 t<~ritang
Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 tentang Perubaban
atas Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tabun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 157, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemenntah Nciiiicif60 Tabun 2014 tentailg
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tabun 2016
tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2016 Nomor 57, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
ten tang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1915);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),serta Pengamanan Daya BeliMasyarakat dan
Perekonomian Nasional.
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14);

20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 47);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020
tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rindan
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nornor 1);

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2020
ten tang Pedornan Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di
Biayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 48).

23. Peraturan Bupati MajalengkaNomor52 Tahun 2020 tentang
PedomanPemberianBantuan LangsungTunaiDanaDesabagi
Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Coronamrus Disease
2019 (Covid-19) di KabupatenMajalengka.

MEMUTUSKAN:

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga
Miskin Terdampak Pandemi Corona virus Disease 2019 (Comd-19)
Desa Kecamatan Kabupaten Majalengka
sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalamnyaakan diadakan perubahan sebagaimanamestinya.

Ditetapkandi .
pada tanggal

CAMAT .

( )
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LAMPlRAN: KEPUTUSAN CAMAT .
Nomor
Tanggal
Tentang PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG

TUNAl DANA DESA BAG! KELUARGA MISKIN
TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DESA KECAMATAN
................... KABUPATEN MAJALENGKA.

DAFTAR PENERIMA BANTU AN LANGSUNG TUNAl
DANA DESA BAG! KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE

2019 (COVID-19) DESA KECAMATAN .
KABUPATEN MAJALENGKA

I

N°'1 NAMA NIK ALAMAT

J =_==-_==-_==-_=~-_=~-_=~-_=~-=-=_--=-=~ -==_ -==_ -==_-==_ -==_ -==_ -==_ -==_ -==_ -=:~ -==_ -==_ -==_ -==_ -==_ -==_--'=

CAMAT .

( )

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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